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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 30/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN

TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN

UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran Tunjangan Veteran,

Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran

Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012

tentang Veteran Republik Indonesia, telah ditetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana

Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik

Indonesia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17A dan 22B

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2012 tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

www.peraturan.go.id



2016, No.2148 -2-

Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012

tentang Veteran Republik Indonesia, perlu mengubah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana

Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik

Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata

Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan

Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5892);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana

Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 280);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

30/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN

TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN,

DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran

Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang

Duka Veteran Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 diberikan setiap bulan dan dibayarkan

setelah persyaratan pembayaran diterima dengan

lengkap dan benar.

(2) Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Veteran Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

(1) Pembayaran Dana Kehormatan kepada Veteran

Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan

Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia

dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal

dunia kecuali Veteran Anumerta Pejuang

Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran

Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik

Indonesia.
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(2) Pembayaran Dana Kehormatan kepada janda atau

duda dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan

Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela

Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila

janda atau duda yang bersangkutan:

a. menikah lagi; atau

b. meninggal dunia.

(3) Pembayaran Dana Kehormatan kepada yatim piatu

dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan

Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela

Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila

yatim piatu yang bersangkutan:

a. terikat perjanjian kerja dengan suatu

perusahaan;

b. diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. menikah;

d. berusia 25 tahun; atau

e. meninggal dunia.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 diberikan setiap bulan dan dibayarkan

setelah persyaratan pembayaran diterima dengan

lengkap dan benar.

(2) Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Veteran Republik Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 9

(1) Pembayaran Tunjangan Veteran kepada janda atau

duda dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik

Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik

Indonesia, Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan

Republik Indonesia, atau Veteran Anumerta Pembela

Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6

ayat (1) huruf d dihentikan apabila janda atau duda

yang bersangkutan:

a. menikah lagi; atau

b. meninggal dunia.

(2) Pembayaran Tunjangan Veteran kepada yatim piatu

dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik

Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik

Indonesia, Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan

Republik Indonesia, atau Veteran Anumerta Pembela

Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6

ayat (1) huruf d dihentikan apabila yatim piatu yang

bersangkutan:

a. terikat perjanjian kerja dengan suatu perusahaan;

b. diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, Prajurit

Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. menikah;

d. berusia 25 tahun; atau

e. meninggal dunia.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

(1) Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik

Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan

Republik Indonesia meninggal dunia, maka kepada

janda, duda, atau yatim piatu yang sah diberikan

Tunjangan Veteran sebesar Tunjangan Veteran
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